Menimbang :

Mengingat :

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA,

. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumbeapgsad daerah yang

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahanratdaedalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sertajud&am kemandirian
daerah;

. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 28@@ng Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Paaah dan Bangunan
merupakan Pajak Daerah, dan pelaksanaannya hatus dengan Peraturan
Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimbksuida dan huruf b,

perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten MuRmg tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1@66ang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repulnidonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubtikniesia Nomor
2043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun5li@®tang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun5 188mor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBibr)3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 719@ntang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran NBgaiablik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara NoBGS6)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Na@édrahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 TdR@Y tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran NBgaublik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran NegaraRkpudonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas daupki, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat@@® Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@&tait)3



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 22G@ntang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indangahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNdd89);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 220@ntang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Serygdypaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabugatéang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Rliovinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indandsahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandsomor

4180)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantdkraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Ist®n€ahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 42G@ntang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LemiNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaragard Republik
Indonesia Nomor 4389 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 42G@ntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik #si@anTahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdlandomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigaserundang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtadangaUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeramiiaen Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat daerPréahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, bBaen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

UndangUndang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rigpliglonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubtlknesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentahkgGima Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (LembarajarBleRepublik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan LembaragarfdeRepublik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentanglaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 NobT Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentarrgtUfen Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Ré&pliglonesia Tahun
1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Repubtkni@sia Nomor
3746);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dadétadvinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Négpablik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Riepundonesia
Nomor4737);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02im&008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabopsturung Raye
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2@d80X 58);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 m&@08 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KabupaterudMuRaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MurungaRang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pasyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Murung Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daeebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dpéaryelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRIas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas terteifitidlashg perpajakan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalastribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memb&sdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakfuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang rielgmrseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Mililgade (BUMN), atau Badan Usaha Milik
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apdpma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masganisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termkeokak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disat NPOP adalah besaran nilai/harga Objek
Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenadn paj

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yae{anjutnya disingkat NPOPTKP adalah
besaran nilai yang merupakan batas tertinggi hdagfa Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkdOP adalah harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wagan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga denggek dain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adgkhatas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adatbbagan atau peristiwva hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah darifaragunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak aals, teermasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalaengmuhdang di bidang pertanahan dan
bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yapgtdlikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan melipatnbayar Pajak, Pemotong Pajak, dan
Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajibapaj&kan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya b)(satun kalender, kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kahemder.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dih@@a suatu saat, dalam masa pajak, dalam
Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesesigad ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dirdataipenghimpunan data Objek Pajak dan
Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terstmmpai dengan kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjuisyagkat SPTPD adalah surat yang oleh
wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitung@amatau pembayaran pajak, Objek Pajak
dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta danjikawasesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #&in§SPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan mervad@un formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayamag gitunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yarapjsghya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlabkppkjak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sadksnistrasi, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambatsang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tamladas jumlah pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanautigingkat SKPDN adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama bgsatengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangjseteya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebiherbpgaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar daripada pajak yang terutang atau st dibayar.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya &ain§TPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif belhupaya dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keput@sanmgembetulkan kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketantutertentu dalam Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terddgdain Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat dfetet Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Eetatapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Da&arat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusarkeberatan terhadap Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, 8etatapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Betatapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotoatzan pemungutan oleh Pihak Ketiga yang
diajukan oleh wajib pajak.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilak B&a banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangkditalsecara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi keuangan yang meliputi hartajakban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atauyang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi petudde tahun pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghinggumengolah data, keterangan, dan/atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesi berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pétpajalaerah dan/atau tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundatapgan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan deadalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan ibysktg dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah serta mgkemn tersangkanya.
BAB I
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Nama Pajak adalah Pajak Bea Perolehan Hak AtathdaraBangunan.

Pasal 3

(1) Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bamgadalah perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan.

(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan selbagaiimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemindahan hak karena :

jual beli;

tukar menukar;

hibah;

hibah wasiat;

waris;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;

. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatanrhtetap;
10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

vCoNoGhrWbE
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12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayatalaha
hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

hak pengelolaan.

~P oo oTw

Pasal 4

Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Atak Tanah dan Bangunan adalah Objek Pajak
yang diperoleh :

a.
b.

-

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkangkeihn timbal balik;

negara untuk penyelenggaraan pemerintahan danlatailk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

badan atau perwakilan lembaga internasional yantetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dengan syarat tidakjalankan usaha atau melakukan
kegiatan diluar fungsi dan tugas badan atau petarakrganisasi tersebut;

orang pribadi atau badan karena konversi hak ataenk perbuatan hukum lain dengan tidak
adanya perubahan nama;

orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

orang pribadi atau badan yang digunakan untuk Keygam ibadah.

Pasal 5

Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bamgadalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 6

Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bamguwualah orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

(1)
(2)

BAB 111

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

Dasar pengenaan pajak Bea Perolehan Hak Atas TamaBangunan adalah NPOP.

NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

jual beli adalah harga transaksi;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum amlaigbasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan addklpasar;

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakirg ygmpunyai kekuatan hukum tetap
adalah nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjatapelepasan hak adalah nilai pasar;

S@~oo0oTp
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pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasaadaah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah hargadkangang tercantum dalam risalah lelang.

o5 3T

(3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) husampai dengan huruf n tidak diketahui
atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalamggreaan Pajak Bumi dan Bangunan pada
tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yapgkali adalah NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan.

(4) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimakadd pyat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000@@8@m puluh juta rupiah) untuk setiap
wajib pajak.

(2) Dalam hal NPOP hak karena waris atau hibah wasiag \iterima orang pribadi yang masih
dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis ketudurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk issiain NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 9

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunagssaeb% (lima perseratus).

Pasal 10

Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah danuBangyang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam PasmEn@an dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 setelah dikurangi dengaai Riérolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yan@gerdipungut di wilayah daerah tempat tanah
dan/atau bangunan berada.

BAB V

SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 12

(1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas danéftau bangunan ditetapkan untuk :
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditangai akta;
b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan dhtatangani akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatardysan
d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan diagahi akta;
- 7-



e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan miamkiah peralihan haknya ke instansi di
bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lamugiah sejak tanggal dibuat dan
ditandatangani akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adejJak tanggal dibuat dan ditandatangani
akta;

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan peagagdng mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutampelapasan hak adalah sejak tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

J.  pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalak smpggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuaitdadatangani akta;

I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat damdditangani akta;

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dardditani akta;

n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandataagta; dan

0. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenaaiggel

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat teymgerolehan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Pasal 13

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SSPD
(2) SSPD waijib diisi dengan jelas, benar dan lengkdp sé&andatangani oleh wajib pajak.

(3) SSPD wajib disampaikan kepada pejabat yang berwesetelah adanya pelunasan pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 14

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang tergitdan membayar sendiri dengan menggunakan
SSPD.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatategnya pajak, pejabat yang berwenang dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteratajanpajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

2. jika SSPD tidak disampaikan kepada pejabat yangdreang dalam jangka waktu masa
pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidakndmaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajakg terutang dihitung secara jabatan.

- 8-



(2)

3)

(4)

()

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yaegwula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besadeyaan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPB&Bagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi asimatif berupa bunga sebesar 2% (dua
perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kudibgyar atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ditgtaejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDE&Jagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa Kesrail00% (seratus perseratus) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidednakan jika wajib pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagairdemaksud pada ayat (1) huruf a angka 3
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan s@b@5% (dua puluh lima perseratus) dari
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupadausebesar 2% (dua perseratus) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau tedanhdibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat tegrtpa pajak.

Pasal 16

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitanC6E SIKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1)
(2)

3)

(1)

(2)

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17
Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yarigrig terjadi pada saat terutangnya pajak.

SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, surat keputusan peaiae, surat keputusan keberatan,
dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajag fiarus dibayar bertambah merupakan
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalankgangktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

Pejabat yang berwenang atas permohonan wajib pgtddah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepadd wajiak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebed@u2dperseratus) sebulan.

Pasal 18

Pajak yang terutang berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKPDIKurat keputusan pembetulan, surat
keputusan keberatan, dan putusan banding yang aidakkurang dibayar oleh wajib pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakaladagkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembaydem penagihan pajak akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepagati atau pejabat yang berwenang atas
suatu :
a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB,;

d. SKPDN; dan

e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga bemikas ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasmésila dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdiamga 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,
tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaiman&slich@ada ayat (1), kecuali jika wajib
pajak dapat menunjukkan dapat menunjukkan bahvgkggawaktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasannya.

(4) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak tel@mbayar paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui wajib pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaidianaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai suratriatdne sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikdnBUgati atau pejabat yang berwenang atau
tanda pengiriman surat keberatan melalui surati@@aitat sebagai tanda bukti penerimaan surat
keberatan.

Pasal 21

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangkau@ing lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberikpatksan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang atay&tan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnyaypaj terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (4yaelah lewat dan Bupati atau pejabat
yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, ketk@ratan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 22

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan bandinyeh&epada Pengadilan Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan alphtBatau pejabat yang berwenang.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud padalgydiajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangkeuv@a(tiga) bulan sejak keputusan diterima,
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatesetaut.
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3)

(1)

@)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewapitsanbayar pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan bgndi

Pasal 23

Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandikapbudkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengarm@h imbalan bunga sebesar 2% (dua
perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua pertybat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ffiturdj sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dillednu sebagian, wajib pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima ppkttseratus) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yaah tkbayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan bandgamksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolah atau dikalbulkebagian, wajib pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (serattsenaéus) dari jumlah pajak berdasarkan
putusan banding dikurangi dengan pembayaran paak yelah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

BAB I X

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 24

Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkanopeman wajib pajak dapat memberikan

pengurangan dan keringanan pajak, dalam hal :

a. terjadi suatu bencana;

b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajagale memperhatikan kemampuan wajib
pajak;

c. usaha pengentasan kemiskinan;

d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan

e. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapgagrtktnggungjawabkan.

Tata cara pemberian pengurangan dan keringanak giega diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN

(1)

(2)

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
KEPADA WAJIB PAJAK

Pasal 25

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatarBwypati atau pejabat yang berwenang dapat
membetulkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN atakP3LB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ataaldtesn hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-uadgmerpajakan daerah.

Bupati atau pejabat yang berwenang dapat :
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®3)

(1)

(@)

@)

(4)

(5)

(1)

(@)

®3)

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admirfidieatipa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan perundangngah perpajakan daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajjbkpatau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPD&Bu SKPDN atau SKPDLB
yang tidak benar;

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang bekd@sapertimbangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objgklpa

Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangarajpatetdan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif diatur lebih lanjut dengand®aran Bupati.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 26

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaisavsetelah melampaui waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, keapabila wajib pajak melakukan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah.

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksladayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; ata
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baigdang maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat pakbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kadaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tangg@ampaian surat paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimaaksdd pada ayat (2) huruf b adalah wajib
pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempuayg pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimaraksdd pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran aaungaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 27

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kardmk untuk melakukan penagihan sudah
kadaluwarsa dapat dihapus.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutaa§ pang sudah kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudahulaaa akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
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BAB X1l

KEWAJIBAN DAN SANKSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN

INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DAN PERTANAHAN

(1)

(2)

)

(1)

(@)

1)

(@)

3)

DALAM PEMENUHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 28

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapatndatengani akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkdngembayaran pajak.

Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelargam@ehanya dapat menandatangani risalah
lelang perolehan hak atas tanah dan/atau banguetahals wajib pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.

Kepala instansi yang melaksanakan tugas di bidaedamahan hanya dapat melakukan
pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran meralilak atas tanah setelah wajib pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 29

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepalansistgang membidangi pelayanan lelang

negara melaporkan pembuatan akta atau risalaheparolhak atas tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang pdéntbat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya.

Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dichgleda ayat (1) akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepalangistang membidangi pelayanan lelang negara
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ¢aaal 28 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan
sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.080@O0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
untuk setiap pelanggaran.

Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepalangistang membidangi pelayanan lelang negara
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dRémal 29 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp.250.0001@ r@tus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
laporan.

Kepala instansi yang melaksanakan tugas di bidamgamahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) di&kenaanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIlII

PEMERIKSAAN

Pasal 31

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepatuharemehan kewajiban perpajakan daerah

dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-gauwlg@erpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang disa wajib :
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a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau argtatokumen yang dasarnya dan
dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atugan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaafatdan

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemaikgaajak akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB X1V

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

(1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan gdajazk diberikan insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada &yalitétapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akaordebih lanjut oleh Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan gdaglb

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS
Pasal 33

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada gddiaksegala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam kangbatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undaegpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bgtghkuterhadap tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan paratperundang-undangan perpajakan
daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksdd pgat (1) dan ayat (2) adalah :
a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai atts saksi ahli dalam sidang pengadilan;
atau
b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan olepat3 untuk memberikan keterangan
kepada pejabat lembaga negara atau instansi péateryang berwenang melakukan
pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang menidartertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaidiareksud pada ayat (2) agar memberikan
keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atemtang wajib pajak kepada pihak yang
ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalarkgpa tindak pidana atau perdata, atas
permintaan hakim, Bupati dapat memberikan izirutertkepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimagbkadd ayat (2) untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wpglak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayha(63 menyebutkan nama tersangka atau
nama tergugat, keterangan yang diminta, sertarkatdara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
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(1)

(@)

3)

(4)

1)

(2)

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkun§amerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tinga#ana di bidang perpajakan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang HukunmaAtidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aqa@bat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oletaba¢j yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1alada

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti katgan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana agar keterangan atau laporan tersedunjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengaang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan miéngak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang giridau badan sehubungan dengan tindak
pidana;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berketeagan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahati peknbukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadbarbbukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksdngas penyidikan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang gualkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksatédemiiang, benda, dan/atau dokumen
yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakgjd

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya daariésa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancg@nyidikan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntutnunmelalui penyidik Polisi Negara
Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam UndardghpHukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyakapagsSPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yida§ benar sehingga merugikan keuangan
daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan pklmg 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yangkidaieau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampa&RD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yida§ benar sehingga merugikan keuangan
daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan pklmg 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yadgkiatau kurang dibayar.

Pasal 36
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Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini tidaknditusetelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhmmasa pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak
atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 37

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupatig karena kealpaannya tidak memenuhi
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksadchd@hsal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulam gidana denda paling banyak
Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupatig dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksathd@hsal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulam gidana denda paling banyak
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana slithigdada ayat (1) dan ayat (2) hanya hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaaiapggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayatafi)ayat (2) sesuai dengan sifat adalah
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau bsalaku wajib pajak karena dijadikan tindak
pidana di pengadilan.

Pasal 38

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dah Pasayat (1) dan ayat (2) merupakan
Penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas TdemahBangunan di Daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea &wnl Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Ne@mpTambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubahaskekhmdang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 TdBGid tentang Bea Perolahan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Isi®riEahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) psamiengan Peraturan Daerah ini ditetapkan
dinyatakan masih berlaku.

BAB XIX

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pemgendalaturan Daerah ini ditugaskan
kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugasgetan pajak daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah selmaganimaksud pada ayat (1) dapat bekerja
sama dengan perangkat daerah atau lembaga laditterk
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BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan untuk Peraturan Daerahami diatur dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan.

Pasal 42

Bupati atau pejabat yang berwenang melakukan koeasdkepada pejabat pembuat akta tanah/notaris,
dan/atau pimpinan instansi yang membidangi pelay#&iang negara, dan atau pimpinan instansi yang
melaksanakan tugas di bidang pertanahan, dan/atal-pihak lain yang terkait untuk pelaksanaan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahialri 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintapkagundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten §l&aya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 31 Desember 2010
BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

YURIANSON DJATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2010 NOGMOR 107

- 17 -



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daemampunyai hak dan kewajiban
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahaimpuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pedely&kepada masyarakat. Di samping itu
dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlakwailan upaya-upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi pengelolaan pendapatan asli dasesiyai dengan potensi daerah dan kemampuan
masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009rtgrRajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pemerintahan Daerah telah diberikan kevgamatebih luas dalam pengelolaan pajak
daerah, diantaranya kewenangan terhadap Bea Pamoléak Atas Tanah dan Bangunan dari
pajak pusat menjadi pajak daerah kabupaten/kota.

Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 28112009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan BedeRan Hak Atas Tanah dan Bangunan
berdasarkan ketentuan yang lama yaitu Undang-Undéorgor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimetata diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000, diberikan batas waktu sampagan paling lama 1 (satu) tahun sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2@dfahg Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, atau paling lama sampai dengan 31 Desepii€r. Sehubungan dengan hal tersebut
dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitasggedolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan oleh daerah, maka Peraturan Daerah Kaoupairung Raya tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bengunan, perlu segera ditatapka

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yamkgiteslengan pengelolaan pajak daerah
terutama bea perolahan hak atas tanah dan bangkeamjiban dan hak pihak-pihak yang
berkepentingan dalam pemungutan pajak, serta sadksinistratif maupun sanksi pidana bagi
pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melangg@ntuan dalam Peraturan Daerah ini. Hal
ini dimaksudkan agar dengan beralihnya pengelopegak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintaharageengelolaannya lebih berdaya guna dan
berhasil guna.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Bupati dalam menetapkan NJOP Pajak Bumi dan Bamgulemgan melakukan survey
untuk masing-masing wilayah kecamatan dan/atau ,desa nilai pasar dapat
ditinjau/dilakukan penyesuaian berdasarkan perkegdorasetiap tahun.
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Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Contoh penghitungan pajak Bea Perolehan Hak AtaalTdan Bangunan :
Contoh 1 :
Wajib pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan :
Nilai perolehan obyek pajak : Rp.100.000.000,00
Nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak : Bp.000.000,00 (-)
Nilai perolehan obyek pajak kena pajak : Rp.0@0.000,00
Pajak yang terutang 5% x Rp.40.000.000,00 : R®00.000,00
Contoh 2 :
Wajib pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan :
Nilai perolehan obyek pajak : Rp.45.000.000,00
Nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak :8R@00.000,00 (-)
Nilai perolehan obyek pajak kena pajak 'Rp. -
Pajak yang terutang 5% x Rp.- :Rp. 0,00
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13

Dalam pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bemg8SPD sekaligus berfungsi sebagai
SPTPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayaprima kepada masyarakat, serta
menegakkan prinsip pajak dihitung dan dibayar sealih wajib pajak (self assessment).

Pasal 14 s/d Pasal 43
Cukup jelas
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